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No.1082, 2016 KEMDAG. Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Bintan. Karimun. Sabang. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/M-DAG/PER/7/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 48/M-DAG/PER/6/2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BINTAN, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS KARIMUN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan
peningkatan pelayanan pemberian Tanda Daftar
Perusahaan bagi pelaku usaha yang berada di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Karimun, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang, perlu mengubah Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/6/2016
tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Tanda
Daftar Perusahaan kepada Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
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Mengingat

Pelabuhan Bebas Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/6/2016
tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Tanda
Daftar Perusahaan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara



